
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997

TENTANG KETRANSMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya sistem

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

menganut asas otonomi dan tugas pembantuan

serta upaya memperbaiki iklim investasi guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kawasan

Transmigrasi, maka dilakukan penyempurnaan

ketentuan penyelenggaraan transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: . . .
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG

KETRANSMIGRASIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3682) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan penyelenggaraan

transmigrasi.

2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk

secara sukarela untuk meningkatkan

kesejahteraan dan menetap di kawasan

transmigrasi yang diselenggarakan oleh

Pemerintah.

3. Transmigran adalah warga negara Republik

Indonesia yang berpindah secara sukarela ke

kawasan transmigrasi.

4. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan

budidaya yang memiliki fungsi sebagai

permukiman dan tempat usaha masyarakat

dalam satu sistem pengembangan berupa

wilayah pengembangan transmigrasi atau

lokasi Permukiman Transmigrasi.

5. Wilayah . . .
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5. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah

wilayah potensial yang ditetapkan sebagai

pengembangan permukiman transmigrasi yang

terdiri atas beberapa satuan kawasan

pengembangan yang salah satu di antaranya

direncanakan untuk mewujudkan pusat

pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan

perkotaan baru sesuai dengan rencana tata

ruang wilayah.

6. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi

potensial yang ditetapkan sebagai permukiman

transmigrasi untuk mendukung pusat

pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau

yang sedang berkembang sebagai kawasan

perkotaan baru sesuai dengan rencana tata

ruang wilayah.

7. Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu

kawasan yang terdiri atas beberapa satuan

permukiman yang salah satu di antaranya

merupakan permukiman yang disiapkan

menjadi desa utama atau pusat kawasan

perkotaan baru.

8. Permukiman Transmigrasi adalah satu

kesatuan permukiman atau bagian dari satuan

permukiman yang diperuntukkan bagi tempat

tinggal dan tempat usaha transmigran.

9. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi

yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah bagi penduduk yang

mengalami keterbatasan dalam mendapatkan

peluang kerja dan usaha.

10. Transmigrasi . . .
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10.Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah

jenis transmigrasi yang dirancang oleh

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai

mitra usaha transmigran bagi penduduk yang

berpotensi berkembang untuk maju.

11.Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis

transmigrasi yang merupakan prakarsa

transmigran yang bersangkutan atas arahan,

layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah bagi penduduk yang telah

memiliki kemampuan.

12.Menteri adalah menteri yang bertanggung

jawab di bidang ketransmigrasian.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Dalam melaksanakan Transmigrasi Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

memberikan bantuan kepada transmigran.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan

ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Transmigrasi Swakarsa Berbantuan

dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah dengan mengikutsertakan

badan usaha sebagai mitra usaha

transmigran.
(2) Dalam . . .
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(2) Dalam mengikutsertakan badan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

bertindak selaku penanggung jawab

pelaksanaan transmigrasi.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menjalin hubungan kemitraan

usaha dengan transmigran.

(4) Hubungan kemitraan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berlangsung setara,

adil, saling menguntungkan, dan

berkelanjutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai

keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan hubungan kemitraan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan

oleh transmigran yang bersangkutan secara

perseorangan atau kelompok, baik bekerja

sama maupun tidak bekerja sama dengan

badan usaha atas arahan, layanan, dan

bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah

daerah.

(2) Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang

dilaksanakan melalui kerja sama dengan

badan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), hak dan kewajiban masing-masing

serta cara pelaksanaannya, wajib dituangkan

dalam perjanjian kerja sama antara

transmigran dengan badan usaha.

5. Ketentuan . . .


